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KEPUTUSAN
METTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

{OMOR 019b/U/1997
TENTANG

PENETAPAN MASA JABATAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LIN GKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMNTERI P "NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ahrva am iar ka peningkotan kesangkilan dan kemangkusan pencapaian
Juin . -anisas serta pembiraan Karir dan prestasi kerja, peiabat struktural
¢ion o an I rerlu ditentukan masa jabatan-ya ;

-'amia r-emangku jubatan, para perabat eselon 1T dan III perlu
tau - pevlacin hasi! pelatsanaan tugasn*1 schagai bahun pertimbangan
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lemipeiteniig masa ‘abatan, atau memtb.rneniikan dari jabatan, atau
el ks ditam jabatan lain ;

ahwa “Luabung n dencan it dip*aang perlu menetapkan masa jabatan
foat ukture eselon 1 dan I pergurua tinggi/negeri di lingkungan
portesen Pen dikan dan Kebudavaan:

ndang-undang . omor 8 Tahun 1974 ;

~eraturan Permneri itah Nomor 30 Tahun 1990 ;
: eraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 :

—_— —

~eputusan Prsiden Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 1974 :
~eputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 1984 sebagaimana

t:lah beherapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Mdonesia Nomor 48 Tahun 1097

cputusan Presic on Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 sebagaimana

lal divbal de san Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38
ahin 1995,

-epatutan Presicen Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
MMEMUTUSKAN:

PUTULAN T ENTERI PENDIDIKAN DAN KEFUDAYAAN REPIIBLIK
L O s - TANG PENETAPAN MASA JABATAN PEJABAT
LA RA ECELON I DAN 1T PERGURUAN TINGGI NEGERI DI
G UM CA - D) PARTEME!! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.



Pasal 1

(1) Masa jabatan pejabat struktural eselon II dan 111 pergurucn tinsoi neeeri di

.....

lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 4 (c:vi;26) . .un.

(2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1. Bt

a. Pejabat struktural eselon II di lingkungan unive:. . .. . negeri,
adalah kepala biro;
b. Pejabat struktural eselon III di lingkungan unive:. .. .. - ‘:ekolah

tinggi negeri, adalah kepala bagian. :

Pasal 2
Ketentuan mengenai masa jabatan sebagaiman: .:naksu’ I ayat
(1) tidak berlaku bagi jabatan yang telah ciiiur ma. . _ ialam

ketentuan tersendiri, yang meliputi :
a. Pejabat struktural eselon II, meliputi :

1) pembantu dekan ; dan
2) ketua sekolah tinggi.

b. Pejabat struktural eselon I1I, adalah direktur politcknik/ak .o 0.

Pasal 3

(1) Masa jabatan pejabat struktural eselon II cun III sc! salisud
Pasal 1 dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masz i » . xurang
dari 4 (empat) tahun.

(2) Pejabat struktural eselon II dan III yang telah menjabat © [ . i masa
jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud dal... .. ) dan
berdasarkan hasil penilaian khusus memiliii :restasi o+ <. dapat
diperpanjang lagi untuk selama-lamanya 4 (::1 1) tah

Pasal 4
(1) Selama melaksanakan tugas, pejabat struktu: ..l ¢selon o i cleh

atasan langsung dan pejabat lain yang berwe::aig.

(2) Hasil penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimu: : vat (1)
merupakan bahan pembinaan selanjutnya .



Pasal §

Rektor universitas/institutketua sekolah tinggi negeri atau pejubat vang
berwenang dapat memberhentikan atau memindahkan pejabat s

...vl,'l-'

1imana

dimaksud dalam Pasal | sebelum masa jabatannya berakhir, berdasarien hasil
penilaian pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan.
Pasal 6
(1) Atasan langsunﬂ pejabat struktural eselon II dan III sébao_ax. 1w Jimaksud
dalam Pasal | dan pejabat lain yang berwenang melam, —'ﬂ:;n_“‘s)
terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural eselopn. THdz= 11; shut

yang pada saat mulai berlakunya keputusan ifi telah mhenduduii _}_- »atan
struktural eselon II dan I11 selama 4 (empat) ta_huq arad lebih.

(2) Hasil penilaian tcrhadap pelaksanaan tugas pejabat strukturz! +- © .. !l dan
[II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan ; <::....0 :nzan
dalam penentuan masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 1997
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUI .
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

.......
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

L S VS I 0 A

0.

I

8.

9.

. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
. Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tingei dan Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan
Kebudavaan,

. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Rektor universitas/institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

10.Badan Pemeriksa Keuangan,

11

. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

12. Komisi VII DPR-RIL

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bi

ro Hukum dan Hubungan Masyarakat

~———=x[epartemen Pendidikan dan Kebudayaan,

-~

la Bagian penyusunan Rancangan
an Perundang-undangan,



